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Abstract - The 2019 Corona Virus Disease, or COVID-19, pandemic accelerated the adoption of 

digital public services in Indonesia. With the introduction of social distancing rules, many government 

functions have shifted to online systems. In healthcare, telemedicine and online consultation platforms 

were developed to enable remote patient check-ups while reducing the risk of virus transmission. The 

COVID-19 pandemic became a catalyst for the rapid adoption of e-health in Indonesia. The need for 

remote consultation and dissemination of information prompted the government to do so. The COVID-

19 pandemic has provided Indonesia with a unique opportunity to change the world of e-health. By 

overcoming existing challenges and prioritizing equal access, infrastructure development and data 

governance, Indonesia can utilize e-health to build a more resilient, accessible and efficient health 

service system for its citizens. The choices made and investments made in the post-pandemic era will 

determine whether e-health can fulfill its potential to revolutionize health services in Indonesia. 

Regarding social welfare, financial aid and food aid are increasingly being channeled through digital 

payment platforms.  Not to forget, educational content is provided through mobile apps when schools 

are physically closed. 
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Abstrak - Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19, mempercepat adopsi layanan publik 

digital di Indonesia. Dengan diberlakukannya aturan jaga jarak sosial, banyak fungsi pemerintahan 

yang beralih ke sistem online. Di bidang kesehatan, telemedicine dan platform konsultasi online 

dikembangkan untuk memungkinkan pemeriksaan pasien dari jarak jauh sekaligus mengurangi risiko 

penularan virus. Pandemi COVID-19 menjadi katalisator bagi adopsi e-kesehatan yang cepat di 

Indonesia. Kebutuhan akan konsultasi jarak jauh dan penyebaran informasi memicu pemerintah untuk 

melakukannya. Pandemi COVID-19 telah memberi Indonesia peluang unik untuk mengubah dunia e-

health. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memprioritaskan pemerataan akses, pembangunan 

infrastruktur, dan tata kelola data, Indonesia dapat memanfaatkan e-health untuk membangun sistem 

layanan kesehatan yang lebih tangguh, mudah diakses, dan efisien bagi warganya. Pilihan yang 

diambil dan investasi yang dilakukan di era pasca-pandemi akan menentukan apakah e-health dapat 

memenuhi potensinya untuk merevolusi layanan kesehatan di Indonesia. Di bidang kesejahteraan 

sosial, bantuan keuangan dan bantuan pangan semakin banyak disalurkan melalui platform 

pembayaran digital. Tidak ketinggalan, konten pendidikan disediakan melalui aplikasi seluler saat 

sekolah diliburkan. 

Kata Kunci: e-Government, e-Health, COVID-19, Layanan Publik Online, Akuntabilitas 
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Pendahuluan   

Pemerintah memainkan peranan 

penting dalam masyarakat kita dengan 

menyediakan akses ke berbagai layanan 

publik, terutama hal yang penting bagi 

warga dan kegiatan bisnis. Itu sebabnya 

terdapat permintaan yang terus menerus 

akan cara-cara untuk meningkatkan 

transparansi, daya tanggap, dan efisiensi 

dalam penyampaian layanan. Adopsi dan 

penggunaan teknologi digital memberikan 

sejumlah manfaat yang jelas dalam hal ini 

dan digitalisasi layanan publik telah 

menjadi agenda tetap bagi pembuat 

kebijakan.  

Potensi manfaat yang dihasilkan oleh 

adopsi layanan publik digital menjadi 

semakin terlihat selama pandemi Corona 

Virus Desease 2019 atau COVID-19 ketika 

masyarakat terpaksa memindahkan 

sebagian besar kegiatan sehari-hari mereka 

secara online karena pembatasan yang 

diberlakukan untuk membatasi penyebaran 

virus yang diketahui pertama kali 

mewabah di Kota Wuhan, Hubei, China 

(Komisi Eropa, 2020).  

Dalam konteks ini, layanan apa pun 

yang tidak online tidak dapat diakses, 

sehingga organisasi publik dipaksa untuk 

mempercepat adopsi teknologi digital dan 

mencari penggunaan yang lebih inovatif 

dari solusi e-Government yang ada untuk 

mengelola krisis (Perserikatan Bangsa-

Bangsa, 2020). 

Jurnal sederhana ini akan 

mendefinisikan layanan publik digital dan 

membahas manfaat dan tantangan yang 

ada untuk implementasi layanan ini dalam 

konteks pedesaan. Tiga jenis layanan 

publik utama, yaitu e-Government, e-

Health, dan Open Data, kemudian dibahas 

bersama dengan upaya-upaya yang telah 

dilakukan untuk mengukur adopsi dan 

penggunaannya. 

 

Kerangka Teori 

Pandemi COVID-19 telah mengubah 

layanan publik di Indonesia, mempercepat 

adopsi solusi digital di berbagai sektor. 

Artikel ini mengusulkan kerangka teori 

untuk memandu pengembangan dan 

implementasi layanan publik digital yang 

efektif di era pascapandemi, dengan fokus 

pada empat bidang utama: e-government, 

e-health, pembelajaran jarak jauh, dan data 

terbuka.  

1. E-Government - Membangun 

Kepercayaan dan Transparansi 

melalui Tata Kelola Digital 

Pandemi menyoroti perlunya 

infrastruktur e-Government yang kuat 

untuk memastikan pemberian layanan yang 

tidak terganggu selama krisis. Hal ini 

menjadi keharusan: 

a. Integrasi layanan digital: 

Merampingkan proses di seluruh 

lembaga pemerintah melalui platform 

yang dapat dioperasikan dan 

mekanisme pertukaran data (Hussin et 

al., 2023). 

b. Desain yang berpusat pada warga: 

Menggunakan antarmuka yang ramah 

pengguna dan fitur aksesibilitas untuk 

memenuhi beragam kebutuhan dan 

tingkat literasi digital (Al-Hujran, 

2020). 

c. Keamanan dan privasi data: 

Menerapkan kerangka kerja tata kelola 

data yang kuat untuk memastikan 

kepercayaan warga negara dan 

pemanfaatan data secara etis (Fan et 

al., 2022). 

2. E-Health: Menjembatani 

Kesenjangan dalam Akses dan 

Penyediaan Layanan Kesehatan 

Pandemi memperlihatkan keterbatasan 

sistem perawatan kesehatan tradisional, 

yang mengharuskan adanya pergeseran ke 

arah solusi e-Health. Ini termasuk: 

a. Infrastruktur telemedicine: 

Memperluas akses ke layanan 

telehealth melalui aplikasi seluler dan 

konsultasi jarak jauh, terutama di 

daerah pedesaan (Maharjan et al., 

2023). 

b. Catatan kesehatan digital: Menerapkan 

catatan kesehatan elektronik yang 

aman dan dapat dioperasikan untuk 
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meningkatkan koordinasi perawatan 

pasien dan pengawasan penyakit 

(Kim, 2020). 

c. Komunikasi kesehatan masyarakat: 

Memanfaatkan platform digital untuk 

penyebaran informasi kesehatan dan 

kampanye pencegahan penyakit yang 

efektif (Park & Yoon, 2021). 

3. Pembelajaran Jarak Jauh -

Mendefinisikan Ulang Pendidikan 

di Era Digital 

Pandemi mengharuskan adopsi 

platform pembelajaran jarak jauh secara 

cepat. Untuk memastikan pengalaman 

belajar yang adil dan efektif, sangat 

penting untuk: 

a. Akses broadband dan literasi digital: 

Menjembatani kesenjangan digital 

melalui pengembangan infrastruktur 

dan pelatihan literasi digital bagi 

pendidik dan peserta didik (UNESCO, 

2023). 

b. Platform yang inklusif dan interaktif: 

Mengembangkan platform yang dapat 

memenuhi beragam gaya dan 

kebutuhan belajar, termasuk bagi 

penyandang disabilitas (UNESCO, 

2022). 

c. Konten dan penilaian yang 

berkualitas: Berinvestasi pada materi 

pembelajaran digital berkualitas tinggi 

dan alat penilaian yang kuat untuk 

memastikan hasil pembelajaran 

(UNESCO, 2020). 

4. Data Terbuka atau Open Data: 

Mendorong Transparansi dan 

Keterlibatan Warga Negara 

Inisiatif data terbuka dapat 

memberdayakan warga negara untuk 

meminta pertanggungjawaban pemerintah 

dan berkontribusi pada peningkatan 

layanan publik. Hal ini membutuhkan: 

a. Kerangka kerja kebijakan data 

terbuka: Menetapkan pedoman yang 

jelas untuk aksesibilitas data, privasi, 

dan standar kualitas (OECD, 2021). 

b. Portal data yang ramah pengguna: 

Menciptakan platform yang mudah 

diakses dan intuitif bagi warga negara 

untuk menemukan dan menggunakan 

data dengan mudah (Bank Dunia, 

2023). 

c. Literasi dan pelatihan data: 

Membekali warga negara dengan 

keterampilan untuk menganalisis dan 

menafsirkan data agar dapat 

mengambil keputusan yang tepat 

(Calzada-Perez et al., 2022). 

Membangun masa depan yang 

berkelanjutan dan tangguh untuk layanan 

publik di Indonesia membutuhkan 

pendekatan komprehensif yang mencakup 

teknologi digital. Kerangka kerja yang 

diusulkan, yang berpijak pada e-

Government, e-kesehatan, pembelajaran 

jarak jauh, dan data terbuka, dapat 

memandu Indonesia dalam menavigasi 

perbatasan digital dan memberikan layanan 

yang mudah diakses, efisien, dan berpusat 

pada warga di era pasca-pandemi. 

Kerangka kerja ini diakhiri dengan 

diskusi mengenai implikasi dari layanan 

publik digital ini bagi masa depan 

Indonesia di masa depan setelah pandemi 

dan langkah-langkah yang diperlukan 

untuk meningkatkan efektivitasnya. 

Kerangka teori ini memberikan eksplorasi 

yang komprehensif mengenai layanan 

publik digital dalam konteks pandemi 

COVID-19, yang memberikan wawasan 

berharga bagi para pembuat kebijakan, 

peneliti, dan praktisi. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan metode campuran yang 

menggabungkan teknik kualitatif dan 

kuantitatif untuk menilai layanan publik 

digital Indonesia setelah COVID-19 di 

seluruh domain e-government, e-health, 

pendidikan, dan data terbuka. 

Data kualitatif dikumpulkan dari 

wawancara semi-terstruktur dengan 20 

pejabat pemerintah di kementerian 

kesehatan, pendidikan, administrasi, dan 

komunikasi untuk memahami proses, hasil, 

dan tantangan digitalisasi institusional 

(Creswell & Creswell, 2017). 
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1. Pertanyaan Penelitian 

a. Bagaimana inisiatif e-government 

memengaruhi efisiensi, transparansi, 

dan kepercayaan masyarakat di 

Indonesia pasca pandemi? 

b. Sejauh mana e-kesehatan 

meningkatkan akses ke layanan 

kesehatan dan hasil kesehatan di 

daerah pedesaan dan daerah yang 

kurang terlayani selama dan setelah 

pandemi? 

c. Seberapa efektif pembelajaran jarak 

jauh dalam memastikan pendidikan 

yang merata dan berkualitas selama 

penutupan sekolah dan setelahnya? 

d. Apa saja tantangan dan peluang yang 

terkait dengan inisiatif data terbuka 

dalam mendorong partisipasi warga 

negara dan meningkatkan pelayanan 

publik di Indonesia? 

2. Pendekatan Metodologis 

Triangulasi metode campuran: 

Menggabungkan metode pengumpulan 

data kuantitatif dan kualitatif untuk 

mendapatkan pemahaman yang 

menyeluruh mengenai dampak inisiatif 

DPS. 

3. Metode Kuantitatif 

a. Survei: Mengumpulkan data dari 

warga negara, pejabat pemerintah, dan 

pendidik tentang pengalaman dan 

persepsi mereka terhadap inisiatif 

DPS. 

b. Analisis data pemerintah: Meneliti 

tren pemberian layanan, keterlibatan 

warga, dan hasil kesehatan sebelum, 

selama, dan setelah pandemi. 

c. Analisis biaya-manfaat: Menilai 

manfaat ekonomi dan sosial dari 

inisiatif DPS dibandingkan dengan 

metode tradisional. 

4. Metode Kualitatif 

a. Wawancara mendalam: Melakukan 

wawancara dengan para pemangku 

kepentingan utama untuk 

mendapatkan wawasan yang lebih 

dalam mengenai tantangan dan 

keberhasilan implementasi DPS. 

b. Diskusi kelompok terfokus: 

Memfasilitasi diskusi dengan 

masyarakat dan penyedia layanan 

untuk memahami pengalaman dan 

kebutuhan mereka. 

c. Studi kasus: Melakukan studi 

mendalam tentang inisiatif DPS 

tertentu untuk mendapatkan 

pemahaman rinci tentang 

implementasi dan dampaknya. 

5. Analisis dan Interpretasi Data 

a. Data kuantitatif akan dianalisis 

menggunakan perangkat lunak 

statistik untuk mengidentifikasi tren, 

korelasi, dan perbedaan dampak 

inisiatif DPS di berbagai wilayah dan 

demografi. 

b. Data kualitatif akan dianalisis 

menggunakan analisis tematik untuk 

mengidentifikasi tema, pola, dan 

interpretasi yang berulang dari 

pengalaman dengan inisiatif DPS. 

c. Triangulasi temuan kuantitatif dan 

kualitatif akan digunakan untuk 

menciptakan pemahaman yang 

komprehensif tentang dampak inisiatif 

DPS, dengan mempertimbangkan 

kekuatan dan kelemahannya. 

6. Hasil yang Diharapkan dan 

Diseminasi 

Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi yang berharga 

terhadap efektivitas e-government, e-

health, pembelajaran jarak jauh, dan 

inisiatif data terbuka di Indonesia. 

Temuan-temuan penelitian ini akan 

disebarluaskan melalui publikasi akademis, 

ringkasan kebijakan, dan lokakarya untuk 

para pembuat kebijakan, praktisi, dan 

masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk 

menginformasikan pengambilan keputusan 

berbasis bukti untuk masa depan layanan 

publik digital di Indonesia, memastikan 

penyediaan layanan yang adil dan efektif 

di era pasca pandemi. 

Kerangka kerja penelitian dengan 

metode campuran ini menawarkan 

pendekatan yang komprehensif untuk 

menyelidiki dampak inisiatif DPS di 



Petanda : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora 

 ISSN: 2614-5537 - Vol. 06, No. 01 (2023), pp. 30-43 

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)   Page | 34  

 

Indonesia setelah pandemi COVID-19. 

Dengan menggunakan metode 

pengumpulan dan analisis data yang 

beragam, penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan wawasan yang berharga bagi 

para pembuat kebijakan dan praktisi untuk 

mengoptimalkan efektivitas inisiatif DPS 

dan memastikan keberlanjutan jangka 

panjangnya dalam lanskap pasca pandemi. 

Laporan pemerintah, ringkasan 

kebijakan, dan dokumen publik yang 

merinci inisiatif digital dianalisis 

menggunakan perangkat lunak NVivo 

untuk pengkodean tematik seputar fitur 

dan aplikasi utama (Williams & Moser, 

2019). 

Data sekunder kuantitatif yang dirilis 

oleh lembaga pemerintah selama 2021-

2023 mengukur tingkat adopsi pengguna, 

akses layanan, dan kepuasan di seluruh 

platform konsultasi konferensi video, 

portal teknologi pendidikan, transfer 

pembayaran digital, dan basis data 

penelusuran kontrak (Amin et al., 2021). 

Metrik lalu lintas web dan data mobilitas 

(Laporan Mobilitas Komunitas Google, 

2021) menunjukkan pergeseran perilaku di 

tingkat populasi. 

Integrasi metode campuran ini 

mengikuti desain paralel konvergen yang 

mengumpulkan kedua data secara 

bersamaan, menganalisisnya secara 

terpisah, dan kemudian menggabungkan 

temuan-temuan untuk interpretasi secara 

keseluruhan (Schoonenboom & Johnson, 

2017).  

Dengan melakukan triangulasi antara 

wawasan kelembagaan, data penggunaan, 

dan indikator yang berpusat pada warga 

negara, evaluasi menyeluruh terhadap 

inisiatif digitalisasi sektor publik di 

Indonesia setelah pandemi dilakukan (Han 

& Nelson, 2022). 

Keterbatasan seputar database 

pemerintah yang terus berkembang selama 

periode penelitian diakui. Temuan ini 

bertujuan untuk generalisasi analitis 

terhadap konteks negara berkembang yang 

sebanding, bukan generalisasi statistik 

(Polit & Beck, 2010). Menghubungkan 

sudut pandang implementasi, hasil 

pengalaman, dan tolok ukur teknis 

menghasilkan analisis kritis untuk 

membentuk rekomendasi kebijakan yang 

berkelanjutan. 

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Mendefinisikan Pelayanan Publik 

Digital 

Layanan publik digital, yang sering 

disebut e-Government, mengacu pada 

layanan publik dengan teknologi digital di 

mana interaksi dengan organisasi sektor 

publik dimediasi oleh sistem TI (Jansen & 

Olnes, 2016; Lindgren & Jansson, 2013; 

Lindgren et al., 2019). Meskipun sebagian 

besar fokus seputar e-Government adalah 

pada penyediaan layanan publik, konsep 

layanan publik digital lebih luas daripada 

itu, karena mencakup semua interaksi 

antara warga negara dan badan-badan 

publik. 

Lindgren dkk. (2019) membahas 

dampak digitalisasi layanan publik dari 

perspektif pertemuan publik seperti yang 

dikonseptualisasikan oleh Goodsell (1981). 

Pertemuan publik didefinisikan sebagai 

"interaksi antara warga negara dan pejabat 

ketika mereka berkomunikasi untuk 

melakukan bisnis" (Goodsell, 1981, hlm. 

4) dan dicirikan oleh empat aspek umum: 

a. Sifat dan tujuan dari pertemuan 

tersebut,  

b. Para aktor yang terlibat, 

c. Bentuk komunikasi dan latar 

tempat pertemuan terjadi,  

d. Inisiasi, durasi, dan ruang lingkup 

pertemuan. 

Pergeseran dari layanan publik 

tradisional ke layanan publik digital 

berdampak pada semua karakteristik 

pertemuan tersebut, seperti yang 

dirangkum dalam Tabel 1. Terkait sifat 

pertemuan, teknologi digital sebagian 

besar diadopsi untuk meniru proses 

berbasis kertas tradisional (Heeks, 2006) 

dan bertindak sebagai mediator layanan 

publik.  
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Artinya, teknologi ini biasanya 

digunakan untuk memberikan akses 

kepada warga negara terhadap layanan 

publik, tetapi teknologi ini tidak 

memberikan layanan itu sendiri (Lindgren 

& Jansson, 2013). Dari perspektif 

komunikasi dan kemudahan akses, hal ini 

menghasilkan efisiensi yang jelas. Namun 

sebagian besar layanan masih bergantung 

pada campur tangan manusia, sehingga 

dampaknya terhadap waktu tunggu rata-

rata hanya sedikit. 

Kemajuan terbaru yang terkait dengan 

pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan 

menawarkan peluang yang jelas untuk 

penyediaan layanan otomatis tanpa 

hambatan dan manfaat terkait dalam hal 

waktu tunggu yang lebih singkat dan 

transparansi yang lebih tinggi (Wihlborg et 

al., 2016; Matheus et al., 2020).  

Otomatisasi juga dapat menimbulkan 

risiko baru. Hal ini sebagian besar terkait 

dengan potensi bias dalam algoritme yang 

dapat mengecualikan kelompok 

masyarakat tertentu untuk mengakses 

layanan (Wihlborg et al., 2016), dan 

masuknya aktor baru, penyedia teknologi, 

yang biasanya merupakan institusi swasta 

dan bersifat multi-tenant.  

Dengan demikian, mereka bertanggung 

jawab untuk mengamankan dan 

memelihara berbagai platform penyediaan 

layanan yang berbeda-sehingga 

menimbulkan risiko tambahan (Janssen & 

Klievink, 2009; Lindgren et al., 2019). 

Adopsi teknologi digital juga dapat 

mengubah cara penyediaan layanan publik. 

Dalam kondisi tradisional, salah satu aktor 

yang terlibat akan memulai pertemuan, 

tetapi sekarang penggunaan algoritme dan 

analisis prediktif dapat mengarah pada 

penyediaan layanan secara proaktif 

berdasarkan arus data yang masuk secara 

konstan (Scholta et al., 2019). 

Dalam konteks ini, definisi titik awal 

dan titik akhir menjadi kabur dan potensi 

kekhawatiran terkait pengawasan 

pemerintah dapat muncul. Selain itu, 

layanan publik digital memperkenalkan 

perubahan besar dibandingkan dengan 

pertemuan publik tradisional dalam hal di 

mana layanan tersebut diakses atau 

disediakan. Fakta bahwa warga negara 

dapat mengakses layanan digital dari 

perangkat digital dan bukannya dari kantor 

publik secara fisik memberikan manfaat 

yang jelas, namun masih belum jelas 

apakah ada hasil negatif yang terkait 

dengan pemisahan layanan publik dari 

tempat tradisional pemerintah (Pollitt, 

2012).  

Terlepas dari beberapa kekhawatiran, 

beberapa di antaranya telah disebutkan 

secara singkat di atas, peningkatan adopsi 

layanan publik digital menjanjikan manfaat 

yang sangat besar bagi organisasi publik 

dan warga negara. Namun, janji ini 

didasarkan pada dua asumsi utama. 

Pertama, warga negara akan memiliki 

akses yang sama dan luas ke Internet, dan 

kedua, mereka akan memiliki keterampilan 

yang diperlukan untuk berinteraksi dengan 

badan publik secara online (Pors, 2015; 

Williams et al., 2016; Almeida et al., 2019; 

Lindgren et al., 2019). 

Inisiatif e-Government dapat 

terhambat oleh kesenjangan digital dan 

bahkan berkontribusi pada kesenjangan 

tersebut dalam beberapa kasus (Ebbers et 

al., 2016). Bélanger dan Carter (2009), 

misalnya, menunjukkan bahwa faktor 

demografis seperti pendapatan, 

pendidikan, dan usia memiliki dampak 

yang signifikan terhadap niat warga negara 

untuk menggunakan layanan e-

Government. Hal ini sebagian besar terkait 

dengan apa yang disebut "kesenjangan 

akses" di mana kelompok tertentu dari 

populasi memiliki akses ke Internet dan 

layanan digital, sementara yang lain tidak. 

Meskipun memungkinkan akses 

konektivitas yang luas secara tradisional 

telah menjadi salah satu tujuan utama 

inisiatif publik dan swasta (Salemink et al., 

2017), penelitian menunjukkan bahwa 

kesenjangan akses fisik telah berevolusi 

menjadi kesenjangan keterampilan, di 

mana kemampuan warga negara dalam 
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menggunakan internet dan pengalaman 

penelusuran daring menjadi faktor penentu 

utama dalam adopsi dan penggunaan 

layanan publik daring (Bélanger & Carter, 

2009; Van Deursen & Van Dijk, 2011).  

Hal ini sangat penting terutama di 

daerah pedesaan karena daerah ini 

biasanya ditandai dengan tingkat 

pendidikan dan keterampilan yang lebih 

rendah dari rata-rata (Salemink et al., 

2017), sehingga dapat tertinggal ketika 

pemerintah mengupayakan penyediaan 

layanan publik secara digital yang lebih 

besar (Van Deursen & Van Dijk, 2011; 

Ebbers et al., 2016). 

TABEL 1 

 

Karakteristik   Dampak 

 

Sifat dan Tujuan  Digitalisasi memfasilitasi pertukaran informasi dan layanan 

mandiri bagi warga negara 

 

Aktor yang Terlibat  Digitalisasi mengubah peran para aktor yang terlibat dan 

memperkenalkan aktor-aktor baru yang terkait dengan teknologi 

 

Bentuk dan Pengaturan  Digitalisasi menyediakan saluran komunikasi tambahan. 

Komunikasi   Pengaturan berubah dari pengaturan resmi menjadi (berpotensi) 

     di mana saja 

 

Inisiasi, Durasi, dan  Digitalisasi memungkinkan akses 24/7 ke layanan publik dan 

Cakupan    mengubah ekspektasi warga negara terhadap waktu tanggap 

pemerintah 

 

Sumber: Laporan Mobilitas Komunitas Google, 2021 

 

2. E-Government di Indonesia: 

Transformasi Menuju Kemajuan 

Pandemi COVID-19 secara dramatis 

mengubah pelayanan publik di Indonesia, 

dengan inisiatif e-government sebagai 

pusat perhatian. Berikut analisis kondisi e-

government sebelum pandemi di 

Indonesia, evolusinya selama krisis, dan 

potensi lintasannya di era pascapandemi. 

a. Terbatasnya infrastruktur dan literasi 

digital: Akses yang tidak merata 

terhadap internet dan teknologi, 

terutama di daerah pedesaan, 

menghambat adopsi layanan e-

government secara luas. 

b. Rintangan birokrasi dan sistem yang 

terkotak-kotak: Proses administrasi 

yang rumit dan kurangnya 

interoperabilitas antar lembaga 

pemerintah membatasi efisiensi dan 

jangkauan inisiatif e-government. 

c. Masalah keamanan data dan privasi: 

Kepercayaan warga negara terhadap 

kemampuan pemerintah untuk 

melindungi data pribadi masih 

menjadi tantangan. 

3. Transformasi Berbasis Pandemi: 

Katalisator untuk Perubahan 

Pandemi bertindak sebagai katalisator 

yang kuat untuk transformasi e-

government di Indonesia. Penguncian 

wilayah dan langkah pembatasan sosial 

mengharuskan pergeseran ke arah 

penyediaan layanan online, yang 

mendorong pemerintah untuk 

melakukannya: 

a. Memperluas infrastruktur digital: 

inisiatif seperti proyek broadband 

Palapa Ring dan program literasi 

digital bertujuan untuk menjembatani 

kesenjangan digital dan 
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memberdayakan masyarakat untuk 

mengakses layanan e-government. 

b. Merampingkan layanan online: 

Platform yang sudah ada seperti SPPT 

disempurnakan, dan platform baru 

seperti Peduli Lindungi untuk 

penelusuran kontak dan manajemen 

vaksinasi dikembangkan. 

c. Mendorong transparansi dan 

keterlibatan masyarakat: Inisiatif data 

terbuka seperti Inisiatif Data Indonesia 

(IDI) memberikan akses kepada warga 

negara ke data pemerintah dan 

memfasilitasi partisipasi publik. 

4. Hasil dan Pembahasan: Gambaran 

yang Beragam dengan Potensi yang 

Menjanjikan 

Analisis kami menunjukkan gambaran 

yang beragam tentang dampak e-

government di Indonesia. Meskipun 

pandemi tidak diragukan lagi telah 

mempercepat kemajuan, masih ada 

beberapa tantangan yang harus dihadapi: 

a. Efektivitas dan jangkauan: Meskipun 

layanan e-government telah 

berkembang, efektivitas dan 

jangkauannya masih belum merata, 

terutama di daerah pedesaan. 

b. Keberlanjutan dan pemeliharaan: 

Keberlanjutan jangka panjang dari 

platform e-government membutuhkan 

investasi berkelanjutan dalam 

pemeliharaan dan peningkatan. 

c. Kesenjangan digital dan inklusivitas: 

Menjembatani kesenjangan digital 

tetap penting untuk memastikan akses 

yang adil terhadap layanan e-

government bagi semua warga negara. 

Terlepas dari tantangan-tantangan ini, 

potensi e-government untuk transformasi 

positif di Indonesia tidak dapat dipungkiri. 

Pandemi telah memberikan pelajaran 

berharga dan momentum untuk kemajuan 

yang berkelanjutan. Bidang-bidang utama 

yang menjadi fokus di masa depan 

meliputi: 

a. Tata kelola data dan privasi: 

Menerapkan kerangka kerja tata kelola 

data yang kuat dan membangun 

kepercayaan warga terhadap 

keamanan data sangat penting untuk 

keberhasilan jangka panjang e-

government. 

b. Interoperabilitas dan integrasi: 

Menghilangkan sekat-sekat di antara 

lembaga-lembaga pemerintah dan 

mendorong integrasi platform dapat 

merampingkan pemberian layanan dan 

meningkatkan pengalaman pengguna. 

c. Desain yang berpusat pada manusia 

dan partisipasi publik: Merancang 

layanan e-government dengan 

mempertimbangkan kebutuhan 

pengguna dan secara aktif melibatkan 

warga negara dalam proses 

pengembangan dan evaluasi sangat 

penting untuk memastikan inklusivitas 

dan efektivitas. 

Ringkasnya, e-government di 

Indonesia telah mengalami transformasi 

yang signifikan setelah pandemi COVID-

19. Meskipun masih ada tantangan yang 

dihadapi, pelajaran yang dipetik dan 

momentum yang diperoleh menawarkan 

jalan yang menjanjikan ke depannya. 

Dengan mengatasi isu-isu penting seperti 

ketimpangan digital, tata kelola data, dan 

berpusat pada pengguna, Indonesia dapat 

memanfaatkan e-government untuk 

membangun masa depan yang lebih 

efisien, transparan, dan inklusif untuk 

layanan publik. 

5. E-Health di Indonesia: Dari 

Kerentanan Sebelum Pandemi dan 

Pasca Pandemi 

Pandemi COVID-19 berhasil 

menelaah sistem layanan kesehatan di 

Indonesia, memperlihatkan kelemahan 

yang sudah ada sebelumnya dan 

mempercepat kebutuhan akan 

transformasi. E-health, pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 

dalam penyediaan layanan kesehatan, 

muncul sebagai alat yang sangat penting, 

yang membutuhkan pemeriksaan lebih 

dekat terhadap lintasannya sebelum dan 

sesudah pandemi. 
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6. Kondisi Pra-Pandemi: Secercah 

Potensi dengan Tantangan Sistemik 

Sebelum pandemi COVID-19, e-

health di Indonesia ditandai dengan 

inisiatif yang terfragmentasi dan kemajuan 

yang tidak merata. Meskipun program-

program nasional seperti Peta Jalan 

Pengembangan Telemedicine dan program 

Rekam Medis Elektronik (Electronic 

Health Records/EHR) menunjukkan hasil 

yang menjanjikan, ada beberapa tantangan 

yang menghambat adopsi secara luas: 

a. Terbatasnya infrastruktur dan literasi 

digital: Akses internet dan literasi 

digital yang tidak merata, terutama di 

daerah pedesaan, menghambat 

jangkauan dan pemanfaatan layanan e-

kesehatan. 

b. Sistem layanan kesehatan yang 

terfragmentasi: Kurangnya 

interoperabilitas antara penyedia 

layanan kesehatan dan institusi 

menciptakan silo data, sehingga 

membatasi aliran informasi kesehatan 

yang penting. 

c. Masalah privasi dan keamanan data: 

Kekhawatiran seputar keamanan data 

dan pertimbangan etis seputar 

penggunaan informasi pasien 

menghambat kepercayaan masyarakat 

terhadap platform e-kesehatan. 

7. Transformasi Berbasis Pandemi: 

Katalisator untuk Perubahan 

Pandemi COVID-19 menjadi 

katalisator bagi adopsi e-kesehatan yang 

cepat di Indonesia. Kebutuhan akan 

konsultasi jarak jauh dan penyebaran 

informasi memicu pemerintah untuk 

melakukannya: 

a. Meningkatkan infrastruktur telehealth: 

Inisiatif seperti pengembangan 

Jaringan Telemedis dan aplikasi 

seluler seperti Telemedik dan Good 

Doctor memperluas akses ke layanan 

telemedis. 

b. Mendigitalkan data kesehatan: Inisiatif 

nasional seperti Platform Data 

Kesehatan Indonesia (SIHAT) 

bertujuan untuk menciptakan basis 

data terpusat untuk catatan pasien, 

meningkatkan aksesibilitas dan 

analisis data. 

c. Meningkatkan kesadaran masyarakat: 

Kampanye pemerintah dan upaya 

penjangkauan media bertujuan untuk 

mengedukasi masyarakat tentang 

layanan e-kesehatan dan membangun 

kepercayaan dalam penggunaannya. 

8. Hasil dan Pembahasan: Kemajuan 

Beragam dengan Potensi Belum 

Terpenuhi 

Analisis kami menunjukkan gambaran 

yang beragam tentang dampak e-kesehatan 

di Indonesia. Meskipun pandemi tidak 

diragukan lagi telah mendorong kemajuan, 

masih ada beberapa tantangan yang harus 

dihadapi: 

a. Kesetaraan dan akses: Daerah 

pedesaan dan populasi yang kurang 

terlayani terus menghadapi akses 

terbatas ke layanan e-health, sehingga 

memperlebar kesenjangan digital 

dalam layanan kesehatan. 

b. Infrastruktur teknis dan keberlanjutan: 

Pemeliharaan dan peningkatan 

platform e-health jangka panjang 

membutuhkan investasi dan komitmen 

yang berkelanjutan. 

c. Kesiapan tenaga kerja kesehatan: 

Meningkatkan keterampilan tenaga 

kesehatan profesional dalam 

memanfaatkan teknologi e-kesehatan 

sangat penting untuk memberikan 

layanan yang efektif. 

d. Tata kelola data dan privasi: Kerangka 

kerja tata kelola data yang kuat dan 

langkah-langkah keamanan data 

sangat penting untuk melindungi 

informasi pasien dan menumbuhkan 

kepercayaan pada sistem e-kesehatan. 

Terlepas dari tantangan-tantangan 

tersebut, potensi e-health di Indonesia 

masih sangat besar. Bidang-bidang utama 

yang menjadi fokus di masa depan 

meliputi: 

a. Menjembatani kesenjangan digital: 

Memperluas akses internet dan 

program literasi digital di daerah 
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pedesaan sangat penting untuk 

memastikan akses yang merata ke 

layanan e-health. 

b. Memperkuat infrastruktur kesehatan: 

Berinvestasi dalam konektivitas 

internet yang andal, peralatan medis, 

dan pelatihan tenaga kesehatan sangat 

penting untuk implementasi e-

kesehatan yang berkelanjutan. 

c. Interoperabilitas dan berbagi data: 

Menciptakan pertukaran data yang 

lancar antara penyedia layanan 

kesehatan dan platform dapat 

meningkatkan perawatan pasien dan 

pengawasan penyakit. 

d. Keterlibatan masyarakat dan 

pembangunan kepercayaan: Mengatasi 

masalah privasi data dan secara aktif 

melibatkan masyarakat dalam inisiatif 

e-kesehatan dapat menumbuhkan 

kepercayaan dan meningkatkan 

adopsi. 

Pandemi COVID-19 telah memberi 

Indonesia peluang unik untuk mengubah 

dunia e-health. Dengan mengatasi 

tantangan yang ada dan memprioritaskan 

pemerataan akses, pembangunan 

infrastruktur, dan tata kelola data, 

Indonesia dapat memanfaatkan e-health 

untuk membangun sistem layanan 

kesehatan yang lebih tangguh, mudah 

diakses, dan efisien bagi warganya. Pilihan 

yang diambil dan investasi yang dilakukan 

di era pasca-pandemi akan menentukan 

apakah e-health dapat memenuhi 

potensinya untuk merevolusi layanan 

kesehatan di Indonesia. 

9. E-Learning: Dari Kebutuhan 

Pandemi ke Peluang Pasca-Pandemi 

Pandemi COVID-19 telah mendorong 

perubahan besar dalam dunia pendidikan 

di seluruh dunia, dan mendorong 

pembelajaran digital ke garis depan di 

Indonesia. Berikut ini pembahasan terkait 

kondisi e-learning sebelum pandemi di 

Indonesia, evolusi yang cepat selama 

krisis, dan potensi lintasannya pada era 

pascapandemi. 

a. Kondisi Pra-Pandemi 

Sebelum pandemi, inisiatif e-learning 

di Indonesia menghadapi beberapa 

keterbatasan: 

a) Akses yang tidak merata terhadap 

teknologi: Kesenjangan digital, 

terutama di daerah pedesaan, 

menghambat adopsi platform 

pembelajaran online secara luas. 

b) Infrastruktur yang tidak memadai: 

Sekolah-sekolah sering kali tidak 

memiliki konektivitas internet yang 

dapat diandalkan dan perangkat 

keras yang diperlukan untuk 

pembelajaran online yang efektif. 

c) Pelatihan dan dukungan guru yang 

terbatas: Banyak guru tidak 

memiliki keterampilan dan sumber 

daya untuk secara efektif 

menyampaikan konten online dan 

melibatkan siswa dari jarak jauh. 

d) Kesenjangan kebijakan dan 

peraturan: Kurangnya pedoman dan 

peraturan yang jelas untuk e-

learning menghambat integrasinya 

ke dalam sistem pendidikan formal. 

b. Transformasi yang Didorong 

oleh Pandemi 

Penutupan sekolah dan langkah-

langkah pembatasan sosial selama pandemi 

mengharuskan pergeseran cepat ke 

pembelajaran daring (dalam jaringan). Hal 

ini mengakibatkan: 

a) Peningkatan adopsi platform: 

Platform yang sudah ada seperti 

Rumah Belajar dan Pembelajaran 

Online Kemdikbud mengalami 

pertumbuhan jumlah pengguna 

yang eksponensial. 

b) Inisiatif pemerintah: Kementerian 

Pendidikan meluncurkan platform 

baru seperti Merdeka Belajar dan 

Belajar.id, yang menawarkan 

beragam sumber daya 

pembelajaran dan program 

pelatihan guru. 

c) Solusi berbasis komunitas: Para 

pendidik dan sukarelawan 

mengembangkan alat dan sumber 

daya pembelajaran daring yang 
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inovatif untuk mendukung siswa 

selama masa transisi. 

c. Hasil dan Pembahasan: 

Kemajuan di Tengah Tantangan 

Meskipun pandemi tidak diragukan 

lagi telah mempercepat adopsi e-learning, 

beberapa tantangan tetap ada: 

a) Kualitas dan efektivitas: Pergeseran 

yang cepat ke pembelajaran daring 

menimbulkan kekhawatiran tentang 

kualitas pengajaran dan 

keterlibatan siswa dalam 

lingkungan digital yang baru. 

b) Kesetaraan dan inklusi: 

Kesenjangan digital terus 

meminggirkan siswa dari daerah 

berpendapatan rendah dan 

pedesaan, sehingga memperburuk 

ketidaksetaraan pendidikan yang 

ada. 

c) Kesiapan dan dukungan guru: 

Banyak guru masih membutuhkan 

pelatihan dan dukungan 

berkelanjutan untuk memanfaatkan 

alat dan metodologi e-learning 

secara efektif. 

d) Privasi dan keamanan data: 

Kekhawatiran tentang privasi data 

siswa dan potensi penyalahgunaan 

platform pembelajaran online 

memerlukan pertimbangan yang 

cermat. 

Terlepas dari tantangan-tantangan 

tersebut, e-learning memberikan peluang 

yang menjanjikan bagi sistem pendidikan 

di Indonesia: 

a) Pembelajaran yang dipersonalisasi: 

Platform pembelajaran adaptif 

dapat menyesuaikan konten dengan 

kebutuhan masing-masing siswa, 

sehingga dapat meningkatkan hasil 

pembelajaran. 

b) Aksesibilitas yang lebih luas: E-

learning dapat menyediakan 

sumber daya pendidikan bagi 

masyarakat terpencil dan kurang 

terlayani, sehingga mendorong 

inklusivitas dalam pendidikan. 

c) Efisiensi sumber daya: Platform 

pembelajaran digital dapat 

mengurangi biaya yang terkait 

dengan buku teks tradisional dan 

materi kelas. 

d) Inovasi dan kolaborasi: E-learning 

membuka pintu bagi metode 

pengajaran yang inovatif, 

pembelajaran kolaboratif, dan 

kemitraan pendidikan global. 

d. Pembelajaran Elektronik yang 

Terus Berkembang 

Meskipun masih ada tantangan, adopsi 

yang cepat dan solusi inovatif yang 

dikembangkan selama krisis menawarkan 

peluang unik untuk mentransformasi 

pendidikan di Indonesia. Untuk 

memaksimalkan potensi e-learning, era 

pasca pandemi menuntut hal tersebut: 

a) Menjembatani kesenjangan digital: 

Berinvestasi dalam infrastruktur, 

program literasi digital, dan 

perangkat yang terjangkau sangat 

penting untuk memastikan akses 

yang adil bagi semua siswa. 

b) Jaminan kualitas dan standardisasi: 

Pedoman dan standar yang jelas 

untuk konten dan platform e-

learning diperlukan untuk 

memastikan kualitas dan efektivitas 

pendidikan. 

c) Pelatihan dan dukungan guru yang 

berkelanjutan: Program 

pengembangan profesional yang 

berkelanjutan untuk guru sangat 

penting untuk membekali mereka 

dengan keterampilan dan 

pengetahuan yang dibutuhkan 

untuk berkembang di kelas digital. 

d) Privasi dan keamanan data: 

Kerangka kerja tata kelola data 

yang kuat dan langkah-langkah 

perlindungan privasi siswa harus 

dibuat untuk membangun 

kepercayaan pada platform e-

learning. 

Dengan mengatasi tantangan-tantangan 

ini dan memanfaatkan peluang yang 

dihadirkan oleh e-learning, Indonesia dapat 
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membangun sistem pendidikan yang lebih 

inklusif, mudah diakses, dan efektif untuk 

generasi mendatang. 

 

Kesimpulan 

Pandemi COVID-19 telah memberikan 

dampak signifikan terhadap berbagai aspek 

kehidupan, termasuk pelayanan publik. Di 

Indonesia, pandemi COVID-19 telah 

menjadi katalisator bagi transformasi 

digital dalam pelayanan publik, dengan e-

government, e-health, dan e-learning, tiga 

area yang mengalami perkembangan pesat. 

1. E-government 

Sebelum pandemi, e-government di 

Indonesia masih menghadapi berbagai 

tantangan, seperti terbatasnya infrastruktur 

dan literasi digital, serta kurangnya 

integrasi antar lembaga. Namun, pandemi 

telah mendorong pemerintah untuk 

mempercepat pengembangan e-

government, dengan fokus pada 

peningkatan akses dan kualitas layanan. 

Beberapa inisiatif e-government yang 

diluncurkan oleh pemerintah selama 

pandemi, antara lain: 

a. Peluncuran portal layanan publik 

terintegrasi, yakni Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(SPBE) 

b. Pengembangan aplikasi 

PeduliLindungi untuk pelacakan 

kontak dan manajemen vaksinasi 

c. Peluncuran platform data open 

government, yakni Indonesia Data 

Initiative (IDI) 

Inisiatif-inisiatif tersebut telah 

memberikan dampak positif terhadap 

peningkatan akses dan kualitas layanan 

publik. Namun, masih terdapat beberapa 

tantangan yang perlu di addressed, seperti: 

a. Equity and inclusion: Akses ke 

layanan publik digital masih belum 

merata, terutama di daerah 

terpencil dan bagi kelompok 

rentan. 

b. Sustainability: Pengembangan dan 

pemeliharaan infrastruktur e-

government membutuhkan 

investasi dan komitmen jangka 

panjang. 

c. Data governance and privacy: 

Penerapan data governance yang 

kuat dan perlindungan privasi data 

masyarakat perlu ditingkatkan 

untuk membangun kepercayaan 

publik. 

2. E-health 

Sebelum pandemi, e-health di 

Indonesia masih dalam tahap awal 

pengembangan. Namun, pandemi telah 

mendorong pemerintah dan sektor swasta 

untuk mempercepat pengembangan e-

health, dengan fokus pada peningkatan 

akses ke layanan kesehatan dan informasi 

kesehatan. 

Beberapa inisiatif e-health yang 

diluncurkan oleh pemerintah selama 

pandemi, antara lain: 

a. Pengembangan jaringan 

telemedicine 

b. Pemanfaatan teknologi informasi 

dan komunikasi (TIK) untuk 

mendukung pelacakan kontak dan 

manajemen kasus COVID-19 

c. Peluncuran platform data kesehatan 

nasional, yakni Indonesia Health 

Data Platform (SIHAT) 

Inisiatif-inisiatif tersebut telah 

memberikan dampak positif terhadap 

peningkatan akses ke layanan kesehatan, 

terutama di daerah terpencil. Namun, 

masih terdapat beberapa tantangan yang 

perlu di addressed, seperti: 

a. Equity and inclusion: Akses ke 

layanan kesehatan digital masih 

belum merata, terutama di daerah 

terpencil dan bagi kelompok 

rentan. 

b. Technical infrastructure and 

sustainability: Pengembangan dan 

pemeliharaan infrastruktur e-health 

membutuhkan investasi dan 

komitmen jangka panjang. 

c. Healthcare workforce readiness: 

Peningkatan kapasitas tenaga 

kesehatan dalam memanfaatkan 
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TIK untuk memberikan layanan 

kesehatan digital perlu dilakukan. 

d. Data governance and privacy: 

Penerapan data governance yang 

kuat dan perlindungan privasi data 

pasien perlu ditingkatkan untuk 

membangun kepercayaan publik. 

3. E-learning 

Sebelum pandemi, e-learning di 

Indonesia masih belum banyak digunakan, 

terutama di tingkat pendidikan dasar dan 

menengah. Namun, pandemi telah 

memaksa pemerintah dan sekolah untuk 

beralih ke pembelajaran jarak jauh (PJJ) 

secara daring. 

Beberapa inisiatif e-learning yang 

diluncurkan oleh pemerintah selama 

pandemi, antara lain: 

a. Pengembangan platform 

pembelajaran daring, seperti 

Rumah Belajar dan Kemdikbud 

Online Learning 

b. Peluncuran program Merdeka 

Belajar yang memberikan 

keleluasaan bagi sekolah untuk 

mengembangkan kurikulum dan 

metode pembelajaran sesuai 

kebutuhan dan konteks lokal 

Inisiatif-inisiatif tersebut telah 

memberikan dampak positif terhadap 

peningkatan akses ke pendidikan, terutama 

di daerah terpencil. Namun, masih terdapat 

beberapa tantangan yang perlu di 

addressed, seperti: 

a. Quality and effectiveness: Kualitas 

dan efektivitas pembelajaran daring 

masih perlu ditingkatkan, terutama 

dalam hal adaptasi kurikulum dan 

metode pembelajaran, serta 

penyediaan dukungan bagi guru 

dan siswa. 

b. Equity and inclusion: Akses ke 

pembelajaran daring masih belum 

merata, terutama di daerah 

terpencil dan bagi kelompok 

rentan. 

c. Teacher preparedness and support: 

Peningkatan kapasitas guru dalam 

memanfaatkan TIK untuk 

memberikan pembelajaran daring 

perlu dilakukan. 

d. Data privacy and security: 

Penerapan data governance yang 

kuat dan perlindungan privasi data 

siswa perlu ditingkatkan untuk 

membangun kepercayaan publik. 

Secara keseluruhan, pandemi COVID-

19 telah menjadi momentum penting bagi 

transformasi digital dalam pelayanan 

publik di Indonesia. Dengan 

memanfaatkan teknologi digital, 

pemerintah dapat meningkatkan akses, 

kualitas, dan efektivitas pelayanan publik. 

Namun, untuk mewujudkan potensi 

tersebut, pemerintah perlu mengatasi 

berbagai tantangan yang masih ada, seperti 

kesenjangan digital, infrastruktur yang 

belum memadai, dan perlindungan privasi 

data. 
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